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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/PERMENTAN/KR.100/3/2017

TENTANG

TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN

TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Menimbang

Mengingat

DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka mendukung program percepatan dan
efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi, Tindakan
Karantina dapat dilaksanakan di Pusat Logistik Berikat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pertanian tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan
Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media

Pembawa di Pusat Logistik Berikat;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/
OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan
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Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
35);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian = Nomor 44/Permentan/ 0OT.140/3/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 94 /Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 428);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/
OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan  Milik
Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1296);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2030);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/ 2015
tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA
TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DI
PUSAT LOGISTIK BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan
sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama
dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri
dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau
keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah HPHK dan/atau OPTK yang masuk ke
dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun
barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat
disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam
jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang
melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola
kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.

Pengusaha di PLB Merangkap Penyelenggara di PLB yang
selanjutnya disingkat PDPLB adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di
dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya
sebagai badan usaha yang berbeda.

Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan

penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional
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dan perdagangan internasional serta menyebabkan
gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat
digolongkan menurut tingkat risikonya.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang
selanjutnya disingkat OPTK adalah semua Organisme
Penganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri
untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di
dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua
organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,
atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Media Pembawa HPHK dan OPTK yang selanjutnya
disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal
hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-
bagiannya, dan/atau benda lain yang dapat membawa
HPHK atau OPTK.

Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media
Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik
Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media
Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia
atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan
penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos
perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain
yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan
dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.

Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya
disingkat IKT adalah tempat beserta segala sarana yang
ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan
Tindakan Karantina.

Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disingkat

IKH adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan



